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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Nomor :P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMETAAN POTENSI DAN RESOLUSI KONFLIK
PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)
DALAM HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.43/Menhut-11/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah
dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.95/Menhut-11/2014 mengamanatkan bahwa setiap pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada
hutan produksi wajib mewujudkan pengelolaan hutan produksi
lestari;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari,
dipandang perlu setiap pemegang IUPHHK pada hutan
produksi memiliki kemampuan melakukan pengelolaan sosial
termasuk di antaranya resolusi konflik yang handal.

c. bahwa untuk pelaksanaan resolusi konflik yang handal
diperlukan sebuah pedoman.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi
Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi;



Mengingat

s 1.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang
Hutan Adat;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 140);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5285);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-1I/2014
tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana
Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
687);



Menetapkan :

o B

9, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-1I/2014

tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana
Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
690);

10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-1I/2014

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
sebagaimana telah diubah dengan berdasarkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.95/Menhut-11/2014;

11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

12. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor

P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan
Peniliaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI TENTANG PEDOMAN PEMETAAN
POTENSI DAN RESOLUSI KONFLIK PADA PEMEGANG IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM
HUTAN PRODUKSI.

Pasal 1
Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan

Produksi sebagimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
acuan bagi pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan resolusi
konflik di dalam areal izinnya.



Pasal 3
Kegiatan pemetaan potensi dan resolusi konflik bertujuan
untuk mengetahui potensi konflik serta merumuskan upaya-
upaya penyelesaiannya secara sistematis, terukur agar
memberikan hasil yang efektif dan optimal di setiap

pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.

Pasal 4
Pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan
resolisi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada
Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 25 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

P

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

4.Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang
kehutanan di seluruh Indenesia,

5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I-XVI;

6. Kepala KPHP di Seluruh Indonesia.



Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Nomor :P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016

Tentang : Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan
Produksi

BAB 1
PENGERTIAN

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Konflik adalah suatu proses sosial dimana orang
perorangan atau kelompok masyarakat berusaha untuk
memenuhi tujuan dan atau kepentingannya dengan jalan
menentang pihak lain/lawan yang disertai dengan ancaman
dan atau kekerasan.

Potensi konflik adalah faktor-faktor yang berpeluang
menjadi penyebab timbul atau berkembangnya konflik.
Pemetaan potensi konflik adalah kegiatan penyajian data
biofisik maupun informasi sosial, ekonomi, budaya,
lingkungan maupun aspek kehidupan lainnya dalam suatu
wilayah desa beserta kelompok masyarakatnya yang
disusun secara deskriptif maupun spasial berdasarkan
kriteria dan indikator tertentu yang telah ditetapkan.

Status konflik adalah situasi yang merujuk pada
tingkatan tinggi rendahnya potensi terjadinya konflik.
Kriteria potensi konflik adalah ukuran yang menjadi dasar
penilaian atau penetapan sesuatu sebagai faktor-faktor
yang berpeluang menjadi penyebab timbul atau
berkembangnya konflik.

Indikator potensi konflik adalah variabel — variabel yang
berfungsi untuk mengukur perubahan faktor-faktor yang
berpeluang menjadi penyebab timbul atau
berkembangnya konflik, baik yang secara langsung

maupun tidak langsung.
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Manajemen konflik adalah serangkaian tindakan sistematis
dan terencana yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam
rangka mengantisipasi potensi  konflik dan atau
meminimalisir/ melokalisir konflik sehingga tidak sampai
mengganggu kegiatan operasional suatu perusahaan.
Resolusi konflik adalah upaya-upaya yang dilakukan
organisasi dalam rangka menangani sebab-sebab
timbulnya konflik melalui pendekatan tertentu dengan
tujuan menyelesaikan konflik yang terjadi diantara
pihak/kelompok masyarakat yang bertentangan atau
bermusuhan.

Penyelesaian konflik secara legal formal adalah proses
penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum formal
yang dilaksanakan oleh institusi negara dibidang hukum,
didasarkan pada hukum tertulis dan terkodifikasikan,
dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi
kewenangan, serta dilakukan melalui sebuah proses
beracara yang standar.

Penyelesaian konflik secara ADR atau mekanisme
penyelesaian sengketa  alternative adalah  proses
penyelesaian konflik melalui mekanisme selain jalur hukum
formal dengan tujuan memperoleh penyelesaian konflik
yang bersifat win-win solution (menang-menang) antara
pihak-pihak berkonflik.

Win — win solution adalah prinsip resolusi konflik melalui
mekanisme penyelesaian sengketa alternative (ADR) dimana
penyelesaiannya dilakukan secara elegan, tidak ada pihak
yang kalah (kehilangan muka) serta memberikan perspektif
menyembuhkan (healing) kepada para pihak (terutama
korban) melalui pencapaian sebuah konsensus yang saling
menguntungkan.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan
melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki
kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-
pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang
diterima oleh kedua belah pihak.
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Arbitrasi adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa
oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan
persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau
menanti keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka
pilih.

Hubungan pasca konflik adalah bentuk interaksi antara
para pihak yang berkonflik setelah dilakukan penyelesaian.

Pendekatan Kkesejahteraan adalah sebuah pendekatan
dalam pencegahan dan penanganan konflik pada areal
JUPHHK melalui berbagai program pembangunan yang
bermanfaat bagi masyarakat dan disepakati oleh pihak
pemegang JUPHHK dan masyarakat.

Data base sosial (social baseline) adalah kumpulan data dan
informasi yang menyangkut seluruh aspek kehidupan
masyarakat desa hutan, baik aspek sosial, ekonomi,
budaya, kelembagaan, politik, lingkungan biofisik, serta
aspek-aspek penting lainnya, yang dapat digunakan sebagai
dasar pemetaan potensi dan penyusunan rencana
penanganan konflik dalam pengelolaan hutan.

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah sekumpulan
pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat
pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan mengkaji
pengetahuan mereka mengenai hidup dan keadaan mereka
sendiri agar meraka dapat menyusun rencana dan
tindakan pelaksanaannya.

Penilaian dampak sosial (SIA) adalah suatu proses
memantau dan menganalisis berbagai konsekuensi sosial
baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik positif
maupun negatif, dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan
kayu oleh pemegang IUPHHK, serta memanfaatkan
hasilnya untuk pengelolaan sosial dan penanganan konflik.
Pemetaan partisipatif adalah pembuatan peta yang
menggambarkan batas-batas wilayah atau klaim komunitas
dan/atau batas-batas lokasi yang memiliki nilai penting
baik secara ekonomi maupun budaya di dalam areal
I[UPHHK yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat

adat/setempat.
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Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Desa hutan adalah desa yang terletak di dalam atau di
sekitar areal ITUPHHK yang memiliki wilayah administrasi
desa/wilayah adat di dalam areal IUPHHK dan/atau warga
masyarakatnya memiliki klaim lahan dan/atau kegiatan
social ekonomi dan budaya di dalam areal IUPHHK
dan/atau di lokasi-lokasi kegiatan pemegang [UPHHK di
luar areal [UPHHK yang berpotensi menimbulkan konflik.
Masyarakat desa hutan adalah seluruh warga masyarakat
yang bermukim dan/atau berstatus sebagai penduduk
desa hutan.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama
suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal
ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat setempat adalah sekelompok orang yang
bermukim dan tercatat sebagai warga desa di dalam dan
sekitar areal IUPHHK.

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum
adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah
kewenagan yang menurut hukum adat dipunyai oleh
masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan hidup para warganya untuk
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk
tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup
dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara
lahirian dan batiniah turun menurun dan tidak terputus
antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah
yang bersangkutan.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
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Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang
pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan
masyarakat.

Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani
izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan desa.

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia, Bada Usaha
Milik Daerah (BUMD), koperasi, atau perorangan yang
mendapatkan IUPHHK HA/IUPHHK RE/IUPHHK HT
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia.

Tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang
memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat karena
memiliki kapasitas atau kemampuan tertentu seperti dalam
bidang keagamaan, adat istiadat, pendidikan, ekonomi, dan
kepemimpinan.

Tokoh kunci adalah tokoh masyarakat yang memiliki
kapasitas dan/atau otoritas tertentu dalam kehidupan
masyarakat yang berhubungan langsung dengan upaya
pemetaan potensi dan resolusi konflik dalam pengusahaan
hutan.

Stake holders atau pemangku kepentingan adalah aktor,
baik individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki
kepentingan terhadap pemetaan potensi dan resolusi
konflik pengusahaan hutan.

Pemetaan stake holders adalah analisis untuk
menggambarkan hubungan antar stake holders dan
menggambarkan tingkat pengaruh dan kepentingan stake
holders terhadap suatu masalah.

Konsultan pedamping adalah individu atau lembaga
independen yang memiliki kompetensi, keterampilan dan
rekam jejak pengalaman dalam proses—proses

pendampingan kegiatan pemetaan potensi konflik dan

resolusi konflik.
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BAB II
PEMETAAN POTENSI KONFLIK

Setiap pemegang IUPHHK perlu melakukan tahapan kegiatan

pemetaan potensi konflik yang meliputi:

1.
2.
3.

Identifikasi Potensi Konflik;
Penilaian Status Potensi Konflik; dan

Pemetaan Potensi Konflik.

Identifikasi Potensi Konflik

Identifikasi potensi konflik bertujuan untuk menggali dan
menemukan faktor-faktor yang berpeluang menjadi penyebab
timbul atau berkembangnya konflik. Selanjutnya potensi
konflik yang menjadi ukuran dasar penilaian atau penetapan
faktor-faktor yang berpeluang menjadi penyebab timbul atau
berkembangnya konflik ditetapkan sebagai kriteria potensi
konflik.

Setiap kriteria potensi konflik diturunkan menjadi
indikator potensi konflik. Indikator potensi konflik adalah

variabel — variabel yang berfungsi untuk mengukur perubahan
faktor-faktor yang berpeluang menjadi penyebab timbul atau
berkembangnya konflik, baik yang secara langsung maupun
tidak langsung. Setiap indikator potensi konflik memiliki bobot
nilai sesuai dengan kondisi aktual yang melekat padanya yang
mencerminkan tinggi rendahnya potensi konflik dengan range
bobot nilai 1 sampai dengan 5.

Tabel 2.1. Bobot Nilai Indikator Potensi Konflik

Ty Ty B

si

yang sangat rendah (aman) terhadap meledaknya

potensi konflik menjadi sebuah sengketa

Nilai 2 | Menunjukkan indikator tersebut memiliki potensi
yang rendah (terkendali) terhadap meledaknya

potensi konflik menjadi sebuah sengketa
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Nilai 3 | Menunjukkan indikator tersebut memiliki potensi
yang sedang (waspada) terhadap meledaknya potensi

konflik menjadi sebuah sengketa

Nilai 4 | Menunjukkan indikator tersebut memiliki potensi
yang tinggi (kritis) terhadap meledaknya potensi

konflik menjadi sebuah sengketa

Nilai 5 | Menunjukkan indikator tersebut memiliki potensi
yang sangat tinggi (sangat kritis) terhadap
meledaknya potensi konflik menjadi  sebuah

sengketa

Identifikasi potensi konflik dilakukan pada setiap kasus
konflik yang ada, baik yang masih berupa potensi maupun yang
telah meledak menjadi sengketa. Selain itu, identifikasi potensi
konflik juga dilakukan pada desa-desa di dalam maupun di
sekitar areal yang terkait dengan kasus konflik/sengketa
tersebut. Terakhir, identifikasi potensi konflik dilakukan di
tingkat IUPHHK berdasarkan kompilasi kasus - kasus
konflik /sengketa yang terjadi. Dalam identifikasi potensi konflik,

£33

Kfinteria 1. | Karakteristik Perusahaan

Kegiatan masyarakat di areal [IUPHHK yang
berpotensi menimbulkan konflik;

Kriteria 2.

Keberadaan klaim masyarakat desa hutan di dalam
Kriteria 3. | areal [IUPHHK yang- berpotensi menimbulkan
konflik;

Kriteria 4. | Aspek konflik sosial; dan

o Kelembagaan desa dan keberadaan tokoh
Kriteria 5.

masyarakat.

Setiap kriteria potensi konflik terdiri dari serangkaian indikator
potensi konflik. Adapun indikator potensi konflik yang
termasuk dalam krtiteria karakteristik perusahaan pemegang
[UPHHK meliputi :

Kriteria 1.Karakteristik perusahaan pemegang I[UPHHK.

Karakteristik perusahaan pemegang IUPHHK mencerminkan
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status dan kondisi perusahaan yang bersangkutan yang akan
berdampak terhadap tinggi rendahnya peluang terjadinya konflik.
Karakteristik dan kondisi perusahaan bisa ditimbulkan karena
faktor-faktor yang bersifat eksternal maupun faktor-faktor internal
manajemen perusahaan. Kriteria ini memiliki indikator yang

meliputi :

T i FLS S T
Indikator 1.1. Jenis dan legalitas IUPHHK;
. Fungsi kawasan dan perubahan tata
Indikator 1.2.
ruang,
Indikator 1.3. Kepastian kawasan TUPHHK;
Tumpang tindih perizinan dan kegiatan
Indikator 1.4. )
lain;
Indikator 1.5. Keterbukaan areal [IUPHHK (exposure);
Indikator 1.6. Sistemn silvikultur;
Perencanaan dan kegiatan pengelolaan
Indikator 1.7. B L
hutan;
Indikator 1.8. Organisasi dan SDM sosial;
Indikator 1.9. Program pemberdayaan masyarakat; dan
Indikator 1.10. Sejarah konflik dan resolusi konflik.

Indikator 1.1.Jenis dan legalitas IUPHHK.

Jenis dan legalitas TUPHHK merupakan salah satu dasar
hukum bagi keberadaan dan operasionalisasi [UPHHK. Sebagai
sebuah entitas bisnis berbadan hukum formal maka jenis dan
legalitas [IUPHHK memiliki nilai yang sangat penting dan strategis
bagi jaminan operasional perusahaan. Dengan kata lain, jenis dan
legalitas ITUPHHK menjadi salah satu jaminan kepastian hukum,
khususnya dari timbulnya konflik yang disebabkan karena
adanya perizinan entitas bisnis lain. J enis dan legalitas dimaksud
meliputi SK ITUPHHK, penetapan areal konsesi, penataan batas
dan pengukuhan kawasan.
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Ar konsesi me i TUPHHK yang baru dalam

1. |tahap penetapan, belum dilakukan tata batas sama S

sekali.
Areal konsesi memiliki SK [TUPHHK yang baru dalam
2. |tahap penetapan, sudah dilakukan tata batas 4

dengan prosentase realisasi kurang dari 50 %

Areal konsesi memiliki SK IUPHHK yang baru dalam
3. | tahap penetapan, sudah dilakukan tata batas diatas 3

dengan prosentase realisasi lebih dari 50 %

Areal konsesi memiliki SK [UPHHK yang sudah
4. | dilakukan tata batas temu gelang namun belum 2

dilakukan pengukuhkan.

Arcal konsesi memiliki SK IUPHHK yang telah
5. | dilakukan ditata batas temu gelang dan dilakukan 1

pengukuhan.

Indikator 1.2. Fungsi kawasan dan perubahan tata ruang

Sebagai sebuah perusahaan dengan entitas [UPHHK yang
kawasannya berada pada kawasan hutan dengan fungsi produksi
(hutan produksi), maka seyogyanya areal konsesi IUPHHK
memiliki status hutan prduksi, baik Hutan Produksi Tetap (HP)
maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT). Perusahaan IUPHHK
memiliki potensi konflik tinggi bila arealnya berstatus Hutan
Produksi Konversi (HPK) karena berpotensi berubah menjadi areal
berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) melalui proses perubahan
tata ruang. Karena itu, fungsi kawasan dan proses perubahan
tata ruang menjadi salah satu faktor potensial timbulnya konflik.
Khususnya konflik tumpang tindih perizinan dengan entitas
bisnis lainnya.
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konsesi I[UPHHK berstatus Areal
Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK Menhut
tentang hutan dan perairan, dan dalam dokumen
RTRWP yang telah disyahkan terdapat areal
berstatus Kawasan Budidaya Non Kehutanan (APL)

Terdapat areal

Terdapat areal konsesi IUPHHK berstatus hutan
produksi konversi berdasarkan SK Menhut tentang
hutan dan perairan, dan dalam dokumen RTRWP
yang telah disyahkan areal tersebut berstatus
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (APL).

Terdapat areal konsesi I[UPHHK berstatus hutan
produksi berdasarkan SK Menhut tentang hutan
dan perairan, dan dalam dokumen RTRWP yang
telah disyahkan terdapat areal berstatus Kawasan
Budidaya Non Kehutanan (APL) dan/atau Hutan
Produksi Konversi (HPK).

Seluruh areal konsesi IUPHHK berstatus hutan
produksi berdasarkan SK Menhut tentang hutan
dan perairan, dan dalam usulan dokumen RTRWP
terdapat areal berstatus Kawasan Budidaya Non
Kehutanan (APL) dan/atau Hutan Produksi
Konversi (HPK).

Seluruh areal konsesi ITUPHHK berstatus hutan
produksi berdasarkan SK Menhut tentang hutan
dan perairan, dan dalam dokumen RTRWP yang
telah disyahkan seluruh areal IUPHHK berstatus
Hutan Produksi atau Kawasan Budidaya
Kehutanan.

Indikator 1.3. Kepastian kawasan I[UPHHK.

Sama halnya dengan jenis dan legalitas IUPHHK yang
bermuara pada aspek kepastian hukum, maka bila jenis dan
legalitas TUPHHK lebih berorientasi pada kepastian hukum secara
formal (de jure), maka kepastian kawasan [UPHHK memiliki
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perspektif kepastian hukum ril di lapangan (de facto). Hal ini
memang merupakan fenomena di sektor kehutanan, dimana
selain terdapat pengakuan legal formal, juga harus dibarengi
dengan pengakuan riil di lapangan oleh para pihak. Kepastian
kawasan ini memang akan mencerminkan bentuk pengakuan riil
para pihak terhadap kawasan [UPHHK di lapangan.

taan areal konsesi [UPHHK
dengan areal desa hutan.

Belum tedapat peme

Areal konsesi [UPHHK dan areal desa di dalam
2. | dan di sekitar areal konsesi telah dipetakan oleh 4
manajemen [UPHHK.

Arcal konsesi [UPHHK dan areal desa di dalam
3. | dan di sekitar areal konsesi telah dipetakan oleh 3
pihak ketiga yang kompeten dan independen.

Areal konsesi TUPHHK dengan wilayah desa
hutan telah dilakukan pemetaan partisipatif
dengan melibatkan masyarakat desa hutan di
dalam dan di sekitar areal konsesi.

Areal konsesi IUPHHK dan areal desa hutan
telah dilakukan tata batas partisipatif dengan
melibatkan masyarakat desa hutan di dalam
dan di sekitar areal konsesi. J

Indikator 1.4. Tumpang tindih perizinan dan kegiatan lain

Sebuah entitas IUPHHK yang telah ditetapkan areal konsesinya
berdasarkan SK definitive Menteri Kehutanan akan bisa
beroperasi dengan efektif dan optimal. Namun, akan berbeda
situasinya bila dalam perjalanannya areal yang telah ditetapkan
menjadi konsesi ITUPHHK tersebut ternyata juga terdapat
perizinan lain di areal yang sama yang berasal dari Gubernur
atau Bupati/Walikota. Perizinan lain tersebut bisa berupa
perizinan usaha di bidang perkebunan, pertambangan atau

perizinan lainnya dimana perizinan usaha tersebut bukan hanya
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dari entitas lembaga bisnis, melainkan juga bisa dari masyarakat.
Meskipun secara legal formal, perizinan lain di bidang non
kehutanan di kawasan hutan merupakan sebuah pelanggaran
hukum. Namun, setidaknnya hal tersebut telah menimbulkan
perspektif konflik.

A e et et

lzin_ konsesi TUPHHK tumpang tindih dengan izin
(izin definitiff usaha perkebunan dan/atau
1. | pertambangan dan/atau izin kegiatan lain di areal 5
yang sama, dan di lapangan usaha perkebunan dan

atau pertambagan tersebut telah operasional.

Tzin konsesi ITUPHHK tumpang tindih dengan izin
(izin definitiff usaha perkebunan dan atau
pertambangandan/atau izin kegiatan lain di areal
2. | yang sama, namun di lapangan usaha perkebunan 4
dan atau pertambangan tersebut belum operasional
atau izin prinsip (belum definitif) tetapi sudah ada
kegiatan operasional di lapangan.

Izin konsesi ITUPHHK tumpang tindih dengan izin
prinsip usaha perkebunan dan/atau pertambangan
3. | dan/atau izin kegiatan lain di areal yang sama dan 3
di lapangan usaha perkebunan dan/atau

pertambangan tersebut telah operasional.

4. | Izin eksplorasi untuk pertambangan. 2

Izin survey untuk areal perkebunan dan /atau izin

kegiatan lain.

Indikator 1.5. Keterbukaan areal IUPHHK (exposure)

Salah satu faktor yang berpotensi menjadi penyebab timbulnya
konflik di IUPHHK adalah keterbukaan areal konsesi.
Keterbukaan tersebut mencerminkan tingkat aksesibilitas para
pihak ke dalam maupun ke luar areal konsesi [UPHHK. Di tengah
pesatnya perkembangan pembangunan karena pemekaran
wilayah  provinsi, kabupaten/kota, kecamatan  bahkan
dsea/kampung, ketersediaan aksesibilitas menjadi tuntutan bagi

perkembangan pembangunan ekonomi. Realitas ini bersifat




dilematis. Di satu sisi areal konsesi IUHHK memiliki kewajiban
mengamankan areal konsesinya dari berbagai gangguan dimana
salah satunya dilakukan melalui pembatasan akses keluar
masuknya para pihak ke dalam areal konsesinya, di sisi lain
tuntutan pembangunan masyarakat mensyaratkan adanya
keterbukaan aksesibilitas.

keterbukaan yang sangat tinggi, yakni areal
konsesi dilintasi oleh lebih dari satu jalur

transportasi umum darat.
Areal konsesi JUPHHK memiliki tingkat
keterbukaan yang tinggi, yakni areal konsesi

dilintasi oleh satu jalur transportasi umum
darat.

Areal konsesi IUPHHK memiliki tingkat

keterbukaan sedang, yakni areal konsesi
terhubung dengan jalur transportasi umum
melalui jalur jalan darat di luar areal [UPHHK.

Areal konsesi IUPHHK memiliki tingkat
keterbukaan rendah, yakni areal konsesi hanya

dilalui oleh jalur transportasi umum melalui

jalur air.

Areal konsesi IUPHHK memiliki tingkat
keterbukaan sangat rendah, yakni yakni areal
konsesi tidak terhubung dengan akses jalur

L transportasi umum, baik darat maupun air.

Indikator 1.6. Sistem silvikultur.

Sistem silvikultur yang diterapkan sebuah perusahaan
[UPHHK sangat terkait dengan jenis dan legalitas hukumnya.
Sebagai ilustrasi, IUPHHK Hutan Alam menerapkan sistem
silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Indonesia (TPTI), sementara
perusahaan JUPHHK Hutan Tanaman menerapkan sistem
silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Keduanya
memiliki perspektif dampak yang berbeda terhadap faktor-faktor
penyebab timbulnya konflik. Dengan kata lain, perusahaan
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[UPHHK HT memiliki potensi konflik yang lebih tinggi dibanding
dengan perusahaan [UPHHK HA. Dengan kebijakan multi sistem
silvikultur yang kini mulai diterapkan, diharapkan perusahaan
J[UPHHK tidak lagi menerapkan sebuah sistem silvikutur yang
bersifat tunggal dan seragam. Khusus untuk indikator sistem
silvikultur hanya diberlakukan pada IUPHHK Hutan Tanaman
dengan sistem THPB.

Perusahaan [UPHHK - mén;;épkah s1tem
silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan
(THPB), tanpa ada realisasi kegiatan penanaman
tanaman kehidupan.

Perusahaan IUPHHK menerapkan  sistem
silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan
2. | (THPB), dengan penanaman jenis tanaman keras 4
di areal tanaman kehidupan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

Perusahaan IUPHHK  menerapkan  sistem
silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan
(THPB), dengan penanaman jenis tanaman keras
di areal tanaman kehidupan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat tetapi realisasi tanaman

belum sesuai target.

Perusahaan IUPHHK menerapkan  sistem
silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan
(THPB), dengan penanamarn jenis tanaman keras
di areal tanaman kehidupan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan realisasi tanaman
telah sesuai target.

Perusahaan JUPHHK menerapkan  sistem
silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan
(THPB), dengan penanaman jenis tanaman keras
5. | di areal tanaman kehidupan yang sesuai dengan 1
kebutuhan masyarakat dengan prosentase luas
kawasan melebihi dari ketentuan yang ditetapkan

peraturan.
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Indikator 1.7. Perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan

Perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan merupakan
salah satu indikator yang memiliki potensi konflik. Hal itu
terutama menyangkut mekanisme perencanaan yang dilakukan
pemegang [UPHHK, apakah melalui proses sosialisasi secara
terbuka dan partisipatif serta telah memperoleh persetujuan dari
masyarakat. Terutama masyarakat yang disinyalir akan
memperoleh dampak dari kegiatan kelola hutan pemegang
JUPHHK.

| Tidak férdat sosialisasi kepada masyarakat atas
dasar informasi awal yang memadai dalam proses
1. | perencanaan kegiatan pengelolaan hutan yang 5
akan mempengaruhi kepentingan / hak-hak
masyarakat setempat.

Terdapat sosialisasi kepada masyarakat atas
dasar informasi awal yang memadai dalam proses
perencanaan kegiatan pengelolaan hutan yang
akan mempengaruhi kepentingan / hak-hak
masyarakat setempat tetapi belum terdapat

persetujuan dari masyarakat.

Terdapat sosialisasi dan persetujuan sebagian
kecil masyarakat atas dasar informasi awal yang
memadaidalam proses perencanaan kegiatan
pengelolaan hutan yang akan mempengaruhi
kepentingan / hak-hak masyarakat setempat,

namun hanya sebagian perwakilan masyarakat

Terdapat sosialisasi dan persetujuan sebagian
besar masyarakat atas dasar informasi awal yang
4. | memadai dalam proses perencanaan kegiatan 2
pengelolaan hutan yang akan mempengaruhi
kepentingan / hak-hak masyarakat setempat.

Terdapat sosialisasi dan persetujuan seluruh
masyarakat atas dasar informasi awal yang
5. | memadai dalam proses perencanaan kegiatan 1

pengelolaan hutan yang akan mempengaruhi

kepentingan / hak-hak masyarakat setempat.
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Indikator 1.8. Organisasi dan SDM sosial.

Kriteria karakteristik IUPHHK yang berpotensi menjadi
indikator potensi timbulnya konflik juga dipengaruhi oleh faktor-
faktor internal manajemen IUPHHK. Faktor internal tersebut
antara lain adalah organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
sosial yang ada di sebuah IUPHHK. Sejauh mana I[UPHHK
memiliki struktur organisasi di bidang sosial, yang dilengkapi
dengan jumlah dan kualifikasi kompetensinya.

Al ) ] 2l

Tidak terdapat struktur orsa:-n di bdang sosi
di lingkup manajemen [UPHHK, termasuk
ketiadaan sumberdaya manusia yang khusus
menangani kegiatan sosial.

Terdapat struktur organisasi di bidang sosial di

lingkup manajemen [UPHHK tetapi kewenangan
2. | tidak jelas serta dukungan sumberdaya manusia, 4
sarana-prasarana dan anggaran biaya sangat
terbatas.

Terdapat struktur organisasi di bidang sosial di

lingkup manajemen [TUPHHK dengan kewenangan
yang jelas tetapi dukungan sumberdaya manusia,
sarana-prasarana dan anggaran biaya terbatas.

Terdapat struktur organisasi di bidang sosial di

lingkup manajemen IUPHHK dengan kewenangan
yang jelas didukung oleh sumberdaya manusia
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, serta
sarana-prasarana dan anggaran biaya yang
terbatas.

Terdapat struktur organisasi di bidang sosial di

lingkup manajemen I[UPHHK dengan kewenangan
yang jelas didukung oleh sumberdaya manusia
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai,
serta sarana-prasarana dan anggaran biaya sesuai
kebutuhan. J
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Indikator 1.9. Program pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan program pemberdayaan masyarakat memiliki
peran yang sangat penting karena keberhasilan kegiatan program
pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan integrasi sosial
perusahaan dengan masyarakat sekaligus membangun persepsi
positif masyarakat terhadap keberadaan dan peran perusahaan
JUPHHK. Dengan kata lain, program pemberdayaan masyarakat
bisa menjadi pencegah timbulnya konflik. Bagaimana sebuah
program peberdayaan masyarakat bisa mendorong integrasi
sosial dan pencegahan ledakan konflik akan angat ditentukan

dan evaluasinya.

= T 7

s
Tidak terdapat sama sekali program pemberdayaan
1. | masyarakat desa hutan, kecuali bantuan-bantuan 5

insidentil hanya bersifat ad hoc.

Terdapat program pemberdayaan masyarakat desa
2. | hutan yang dilakukan berdasarkan tuntutan 4
masyarakat setempat dan hanya bersifat ad hoc.

Terdapat program pemberdayaan masyarakat desa
hutan yang perencanaan dan pelaksanaannya
hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
tertentu.

Terdapat program pemberdayaan masyarakat desa
hutan yang perencanaannya dilakukan melalui
proses partisipatif dan bottom up, pelaksanaannya
4. | dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang 2
berkepentingan, tetapi tidak terdapat evaluasi
kegiatan serta dampak dan manfaatnya secara
periodik.

Terdapat program pemberdayaan masyarakat desa
hutan yang perencanaannya dilakukan melalui
proses partisipatif dan bottom up, dilaksanakan
5. | dengan melibatkan banyak pihak yang 1
berkepentingan serta dilakukan evaluasi dampak
dan manfaatnya guna merencanakan kegiatan
tindak lanjutnya.
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Indikator 1.10. Sejarah konflik & resolusi konflik

Sejarah konflik dan resolusi konflik menjadi salah satu
indicator dalam kriteria karakteristik ITUPHHK terkait dengan
potensi konflik. Secara konseptual, sebuah perusahaan IUPHHK
yang sarat dengan konflik, sudah pasti akan memiliki
pengalaman (jam terbang) yang lebih banyak dan lebih baik
dalam antisipasi pencegahan maupun resolusi konflik. Terlebih
bila ia memiliki catatan yang lengkap terkait dengan rekam jejak
konflik yang dimilikinya. Sejarah konflik tidak bersifat linier
dengan kinerja perusahaan. Artinya, belum tentu perusahaan
[UPHHK yang memiliki sejarah panjang konflik memiliki kinerja
buruk, sepanjang konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
Sebaliknya, perusahaan IUPHHK tidak memiliki catatan konflik
namun kinerjanya justru buruk sebagai akibat ketiadaan
kompetensi dan adaptasi terhadap gejala dan potensi konflik
karena setiap potensi konflik yang muncul tidak pernah
diantisipasi apalagi berusaha diselesaikan. Dalam konteks ini,
perusahaan cenderung menerapkan pendekatan pembiaran
konflik.

=

Sama se I catatan sejarah konflik,
baik tertulis maupun lisan.

Tidak terdapat catatan sejarah konflik, kecuali
2. | berupa informasi lisan tanpa bukti dokumentasi 4
yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terdapat catatan sejarah konflik tetapi tidak
3. |lengkap, tidak sistematis dan kronologis, serta 3

tanpa lampiran dokumentasi.

Terdapat catatan sejarah konflik lengkap, disusun
4. | secara sistematis dan kronologis dengan lampiran 2
dokumentasi yang kurang lengkap dan valid.

Terdapat catatan sejarah konflik yang lengkap,

5. | disusun secara sistematis dan kronologis dengan 1

lampiran dokumentasi yang lengkap serta valid.
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Kriteria 2. Kegiatan masyarakat di areal TUPHHK yang
berpotensi menimbulkan konflik.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang bersifat multi
dimensi dimana banyak pihak memiliki kepentingan dalam
pemanfaatannya. Baik pemanfaatan bagi kepentingan sosial,
ekonomi, budaya maupun religiusitas. Bagi masyarakat setempat
yang telah turun-temurun hidup di dalam atau sekitar kawasan
hutan, hutan merupakan sumber penghidupan dan sekaligus
lingkungan kehidupan masyarakat di mana mereka melakukan
berbagai aktifitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup
mereka, baik kebutuhan yang bersifat materiill maupun non
materiil. Selain itu di dalam dan sekitar kawasan hutan seringkali
juga terdapat komunitas masyarakat pendatang yang tidak
memiliki hubungan atau ikatan historis dengan sumber daya
hutan di wilayah itu, baik melalui program pemerintah seperti
transmigrasi, resettlement penduduk, perluasan pemukiman
maupun atas inisiatif masyarakat sendiri. Dengan diterbitkannya
izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pemegang [UPHHK
pada suatu kawasan hutan yang bertujuan untuk pemanfaatan
hasil hutan kayu, maka akan terjadi interaksi antara pemegang
[UPHHK dengan masyarakat yang beraktifitas di lokasi tersebut.
Berbagai kegiatan masyarakat yang semula tidak menimbulkan
dampak terhadap pihak lain, dengan keberadaan pemegang
JUPHHK, kegiatan masyarakat tersebut akan menimbulkan
dampak kepada pemegang [UPHHK, demikian pula sebaliknya.
Interaksi antara kegiatan masyarakat dengan pemegang I[UPHHK
dengan berbagai dampak yang ditimbulkan secara timbal balik
tersebut tentu saja berpotensi menjadi sumber konflik. Di sisi lain
kegiatan masyarakat di areal JTUPHHK juga berpotensi menjadi
alternatif pengembangan kerja sama saling menguntungkan
antara kedua pihak.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka berbagai kegiatan
masyarakat di areal pemegang JUPHHK dikategorikan sebagai
salah satu kriteria potensi konflik. Oleh karena itu kegiatan
masyarakat di areal [UPHHK sangat penting untuk dilakukan
identifikasi guna mendapatkan data dan informasi mengenai














































































































































































